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Abstrak

Penelitian ini membahas peran pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) terhadap peningkatan pembangunan desa tertinggal di Provinsi
Bengkulu dalam perspektif Figh Siyasah Syar’iyyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana DPD RI menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan
pembangunan daerah dan sejauh mana peran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip
keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPD RI tidak hanya Dbersifat
konstitusional, tetapi juga moral dan religius, yang diwujudkan melalui kegiatan
kunjungan Kkerja, dialog dengan pemerintah daerah, serta penyusunan rekomendasi
kebijakan yang solutif. Dalam perspektif Figh Siyasah Syar’iyyah, peran ini
mencerminkan prinsip hisbah sebagai upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.
Namun, keterbatasan kewenangan dan lemahnya tindak lanjut rekomendasi menjadi
kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
kelembagaan dan dukungan politik agar fungsi pengawasan DPD RI dapat lebih optimal
dalam mewujudkan pemerataan pembangunan desa tertinggal.

Kata Kunci: DPD RI, Pengawasan, Pembangunan Desa Tertinggal, Figh Siyasah
Syar’iyyah, Keadilan
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Abstract

This study examines the supervisory role of the Regional Representative Council of the
Republic of Indonesia (DPD RI) in improving the development of underdeveloped
villages in Bengkulu Province from the perspective of Figh Siyasah Syar’iyyah. The
purpose of this research is to understand how DPD RI carries out its oversight function on
regional development policies and how this role aligns with the principles of justice and
public welfare in Islam. The research used a qualitative approach through interviews,
observations, and documentation studies. The findings show that DPD RI’s supervisory
role is not only constitutional but also moral and religious, implemented through field
visits, dialogues with local governments, and the formulation of solution-oriented policy
recommendations. From the Figh Siyasah Syar’iyyah perspective, this role reflects the
principle of hisbah—ensuring justice and the welfare of the people. However, limited
authority and weak follow-up on recommendations hinder the effectiveness of
supervision. Therefore, institutional strengthening and political support are needed to
optimize DPD RI’s oversight function in achieving equitable development for
underdeveloped villages.

Keywords: DPD RI, Supervision, Underdeveloped Village Development, Figh Siyasah
Syar’iyyah, Justice
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab Nama Huruf latin Nama
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
o B B Be
— T T Te
& Sla S Es (de_ngan titik
diatas)
z Jim j Je
H{a H Ha (dengan titik
* diatas
X Kha Kh Ka dan Ha
5 Dal D De
: Z|al Zet (dengan titik
ks Z .
diatas)
y Ra R Er
3 zel z Zet
o Sin S Es
: Syin
o Sy Es dan ye
S{ad Es (dengan titik di
o S bawah)

Xi



) D}ad D De (dengan titik di
St bawah)
1 T{a T Te (dengan titik di
bawah)
. Z}a Zet (dengan titik
L A di bawah)
4 ‘Ain ‘ apostrof terbalik
't Gain G Ge
= P F Ef
3 Qof Q Qi
5 Kaf K Ka
J Lam n El
- Mim M Ene
o LTl N En
| Wau W We
: V| H Ha
. Hamzah ; Apostrof
83 Ya Y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka

ditulis dengan tanda (’).
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
! Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama
s Fathah dan ya Ai Adanl
» Fathah dan Au A dan U
wau
Contoh:
K kaifa O~
3. Maddah

: haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf

Nama

Huruf dan tanda

Nama

‘:5, B | ::;::/

fath}ahdan alif
atau ya

a dan garis di
atas
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g0 kasrah dan ya ' i dan garis di
atas

d}ammah dan wau U u dan garis di
atas

Contoh:

S 1 mala
a2 rama
Jas o gila
Sad . yamoiu
4. Ta marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Jib Y isy, - raudah al-atfal
olall iyl - al-madinah al-fadilah
L : Al-Hikmah

Xiv



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (< ), dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..
Contoh:

U3y rabbana

Lxab - pgjjaina

i al-hagg
== alhajj
-\—u s nutima
Yo aduwwun

Jika huruf ¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

e : Al (bukan ‘Aliyy atau *Aly)

s—= : “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘ Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf (alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

XV



Caclll ¢ al-syamsu(bukan asy-syamsu)

FE R s al-zalzalah | azzalzalah)
audin : al-falsafah
Bl - al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab ia berupa alif. Contohnya:

Ol s ra ‘murina
el - alpau’

St syaiun

Soal s umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
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Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fi Zilal al-Qurin
Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘fbarat bi “wmum al-lafz la bi Khusus al-sabab
9. Lafz al-Jalalah ()
Kata ,Allah‘yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-

terasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

A dinullah Al pillah

Adapun ta marbutiah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

At s yae s hum f7 rahmatillah
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